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BAB II 

WARIS JANDA DALAM HUKUM ISLAM 

A. Sebab-sebab Waris Janda Menurut Hukum Islam 

1. Definisi Waris 

a. Definisi Secara Bahasa 

Kata waris berasal dari bahasa arab mi>ra>tsun dalam bentuk kata 

mas}dar1
. Yang artinya harta peninggalan atau juga bisa disebut 

dengan istilah Tirkah, Al-Irt|, Al-Wirt|, Al-Wirat|ah, Al-Tura>t|.2 

Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang waris disebut dengan 

Ilmu waris, atau juga disebut dengan Ilmu Fara>id}, Kata fara>id} adalah 

jama’ dari kata fari>d}ah yang artinya menurut sayyid sa>biq adalah 

bagian-bagian yang sudah ditetapkan dengan jelas.
3
 

Dengan demikian bahwa penggunaan penyebutan Fara>id} 

didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris, adapun 

penggunaan kata waris lebih kepada objek dari hukum waris ini yaitu 

harta.
4
  

 

 

                                                           
1
 Mas}dar adalah isim atau kata benda yang menunjuk kepada peristiwa yang tidak disertai 

penunjukan waktu. Lihat Hifni Bek dkk, Qawa<’id al-Lugah al-‘Arabiyah (Jakarta: Ulum Press, 

1986), 160. 

2
 Ahmad Hasan, Al-Fara>id} Ilmu Pembagian Waris, cetakan ke XV (Surabaya: Pustaka Progesif: 

2003), 22. 
3
 Sayid Sa>biq, Fiqhu al-Sunnah, jilid 3 (Qa>hirah: da>r al-Fatta>h, 1995), 345. 

4
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 5-6. 
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b. Definisi Secara Istilah 

Para ulama mendefinisikan secara istilah yang dimaksud dengan 

ilmu waris atau ilmu fara>id, hampir sama walaupun dalam redaksi 

yang berbeda, sebagai berikut; 

Menurut Muhammad Ali As-Shabu>ni Waris adalah perpindahan 

hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya 

yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), 

tanah, atau yang berupa hak milik yang lainnya.
5
 

Sedangkan menurut Muhammad ilmu Fara<id} adalah ‚ilmu fiqih 

yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara 

penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan 

pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan 

bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)‛.
6
 

Begitu pula dengan Muhyidin Abdul Hamid yang mendefinisikan 

‚ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan 

bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)‛
7
 dan Rifa’i 

Arif mendefinisikan ‚kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas 

tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi 

                                                           
5
 Muhammad Ali As-Sha>bu>ni, Hukum Waris dalam Islam (Depok: PT Fathan Prima Media ), 32.  

6
 Muhammad asy-Syarbiny al-Khatib, Mughnil Muktah, juz III (Mus{t{afa al-Ba<bil Halby: Kairo, 

1958), 3.  
7
 Muhammad Muhyidi<n ‘Abdul Hami<d, Ahka<m al-Mawa<ris\ fi< asy-Syari<’at al-Islamiyah ‘ala< 

Maz\a<hib al-Aimmah al-Arba’ah (Beiru>t: Da>r al-Kita>b al-Araby, 1984), 7.  
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mereka (ahli waris) dan cara membagikan harta peninggalan kepada 

ahli waris yang berhak menerimanya.‛
8
 

Dari definisi-definisi diatas dapat difahami bahwa Ilmu fara>id} 

dan juga waris adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan harta 

peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang 

masih hidup atau ahli warisnya, baik mengenai harta warisnya, orang-

orang yang berhak menerima harta warisnya, bagian masing-masing 

orang yang berhak, dan juga tatacara pembagiannya.    

 

2. Dasar Hukum Waris  

Dasar dan sumber yang paling utama dari hukum Islam adalah al-

Qur’an dan sunnah atau hadis, ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah yang 

secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut: 

a. Ayat-ayat al-Qur’an 

Didalam al-Qur’an ayat-ayat yang mengandung waris atau yang 

berkaitan dengan waris itu sudah detail dan terperinci berapa bagian-

bagian dan hak ahli waris, diantaranya adalah surat an-Nisa>’ (4) ayat 7, 

8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat al-Anfa>l (8) ayat 72 dan 75, serta surat al-

Ahza>b (33) ayat 6. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ahmad Rifa’I Arif, Taisi<r al-Ma’s\u<r fi’ilmi al-Fara<id{ (Ponpes Da<r al-Qalam: Tangerang, t.t), 1. 
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1) al-Nisa’ ayat 11 

                           

                            

                                

                            

                             

           

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu 

semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, 

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal 

tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 

Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.
9
 

 

Ayat diatas mengandung beberapa hukum, antara lain adalah: 

a) Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk 

anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua 

bagian anak perempuan 

                                                           
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung, PT Syamil Cipta Media, t.t.p), 

79 
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b) Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua 

pertiga 

c) Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat 

seperdua bagian 

d) Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan 

sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si mayyit10
  

2) al-Nisa’ ayat 12 

                       

                    

                          

                        

                           

                         

                     

   
Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 

anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 

kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik 

laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-

                                                           
10

 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 13. 



26 
 

laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka 

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka 

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat 

yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak 

memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang 

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
11

 
 

Ayat diatas mengandung beberapa intisari hukum, diantaranya 

adalah: 

a) Duda karena kematian istri mendapat bagian seperdua dari harta 

peninggalan istrinya kalau si istri tidak meninggalkan anak 

b)  Duda karena kematian istri mendapat seperempat bagian kalau 

si istri meninggalkan anak 

c) Janda karena kematian suami mendapat bagian seperempat kalau 

si suami tidak meninggalkan anak 

d) Janda karena kematian suami mendapat bagian seperdelapan 

kalau si suami meninggalkan anak 

e) Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam angka 1 dan 2 

adalah sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si mayyit12
 

b. Sunnah 

عن ابن عباس رضي الله عنو قال: قال رسول الله صلى الله عليو و سلم أقسموا المال 
 بين اىل الفرائض على كتاب الله )رواه مسلم و ابو داوود(

Artinya: ‚Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut 

Kitabullah (al-Qur’an)‛. (HR. Muslim dan Abu< Da<wu<d)
13

 

                                                           
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…., 79. 
12

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,2007), 106-107.  
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عن ابن عباس رضي الله عنو قال: قال رسول الله صلى الله عليو و سلم الحقوا الفرائض 
 باىلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر )رواه متفق عليو(

Artinya: ‚Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: 

bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya 

adalah untuk ahli waris yang dekat.‛ (HR. Muttafaq Alaih)
14

 

 

3. Sebab-Sebab Mewarisi 

Hukum Islam menentukan aturan pembagian waris dengan bentuk 

yang teratur dan adil, ditetapkan juga hak kepemilikan harta bagi setiap 

manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang adil, dan 

teratur. Hukum Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan 

seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya, dan tidak 

membedakan antara laki-laki dan perempuan, kesemuanya mendapatkan 

bagian sesuai haknya masing-masing. 

Dalam hukum Islam ada 3 (tiga) sebab seseorang menerima harta 

waris dari orang yang telah meninggal, yaitu: hubungan nasab, hubungan 

pernikahan, dan hubungan wala>’ (memerdekakan budak).
15

 

  

a. Hubungan Nasab 

Hubungan nasab biasa disebut sebagai hubungan kekerabatan 

atau keturunan, baik itu pertalian garis lurus keatas (ushul al-Mayyit) 

seperti bapak, kakek, dan lainnya, atau juga pertalian garis lurus 

                                                                                                                                                               
13

 Muhammad Abdul Aziz al-Khalidy, Sunan Abu< Da<wu<d, juz 2 (Beiru<t: Da<r Al-Kutub Al- 

Islamiyah, cet.I, 1996), 331. Lihat Abu< H{usain Muslim bin H{ujjaj al-Qusyairy, Ja<mi’ as{-S{ah{i<h, 

Juz V (Beiru<t: Da<r al-Fikri, t.t), 60.   
14

 Abi> ‘Abdillah Muhammad bin Isma<’il al-Bukha<ry, Matan Bukha<ri, juz 1V, (Beiru<t: Maktabah 

Wa Mathba’ah, t.t), 23. Lihat Abu< H{usain Muslim bin H{ujjaj al-Qusyairy, Ja<mi’ as{-S{ah{i<h, 59. 
15

 Amin Husain Nasution, Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid 

Dan Kompilasi Hukum Islam) (Jakarta: grafindo, 2012), 72-77. 
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kebawahn (furu>’ al-Mayyit) seperti anak, cucu dan lainnya, atau 

pertalian menyamping (al-Hiwa>syi), seperti saudara kandung, paman, 

dan keturunannya.
16

 

Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam firmannya 

surat al-Nisa’ ayat 7: 

                              

                        
 

Artinya:  bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
17

 

 

Dan juga dalam surat al-Nisa’ ayat 11: 

                              

                                

                                

                           

                                   

       

 
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki 

                                                           
16

 Ibid., 72. 
17

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Bandung, PT Syamil Cipta Media, t.t.p), 

78.  
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sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu 

semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya 

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
18

 

 

Dalam ayat tersebut dapat difahami, bahwa anak dan keturunan 

mendapatkan hak waris, anak dan keturunan ini juga disebut dengan 

sebutan nasab atau hubungan darah, yang dilahirkan disebabkan 

karena pernikahan yang sah, baik sah menurut hukum Islam, maupun 

menurut undang-undang yang berlaku. 

 

b. Hubungan Pernikahan 

Maksud dari sebab pernikahan itu ialah perkawinan yang sah 

menurut Syari’at Islam, sah menurut Syari’at Islam adalah sudah 

terpenuhi syarat dan rukun nikah  dalam melaksanakan akad nikah. 

Hukum Islam di Indonesia, khususnya perdata Islam sudah menjadi 

hukum formil dan berlaku pada masyarakat Islam di Indonesia, maka 

perkawinan yang sah bagi ummat Islam di Indonesia adalah sah 

                                                           
18

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…., 78. 
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menurut aturan agama dan di catatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA).
19

 

Adapun dasar hukum penetapan dapat saling mewarisi karena 

sebab pernikahan adalah al-Qur’an Surat al-Nisa’ ayat 12, sebagai 

berikut: 

                        

                       

                                

                        

                           

                           

             

 

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. 

jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat 

seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat 

yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan 

yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 

saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua 

jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu 

lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 

sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 

                                                           
19

 Pasal 2, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
20

 

 

Pada awal ayat tersebut di atas menggunakan kata azwa>j yang 

secara bahasa berarti pasangan (suami istri), menunjukkan dengan 

jelas bahwa ada hubungan saling \mewarisi antara suami dan istri. Jika 

hubungan nasab dapat saling mewarisi karena adanya hubungan 

alamiyah atau bisa disebut hubungan darah, maka adanya hubungan 

saling mewarisi antara suami istri disebabkan adanya hubungan 

hukum antara suami dan istri.
21

 

Berlakunya sebab mewarisi antara suami istri didasarkan pada 2 

(dua) syarat, yaitu pernikahan yang sah dan kedua pasangan masih 

terikat dalam satu ikatan pernikahan pada saat salah satu diantara 

suami istri meninggal. Penjelasan mengenai syarat pertama sudah 

dipaparkan diatas. 

Syarat yang kedua adalah kedua pasangan masih terikat oleh tali 

pernikahan ketika salah satu diatara keduanya meninggal dunia, atau 

masih menjalani masa iddah t}alak raj’i, dimana selama masa idah 

t}alak raj’i suami masih dapat rujuk kepada istrinya, begitu juga pada 

pembagian waris, suami atau istri masih dapat saling mewarisi.22 

 

c. Wala>’ (Memerdekakan Budak) 

                                                           
20

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya….., 79. 
21

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam  (Jakarta: Kencana, 2004), 188. 
22

 Ibid. 192. 
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Wala>’ adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh 

Syari’ antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya 

disebabkan adanya pembebasan budak, dan hak mewarisi bagi orang 

yang telah dimerdekakannya.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Penghalang Mendapatkan Harta Waris 

a. Pembunuhan 

Maksudnya disini ialah orang yang dengan sengaja membunuh 

seseorang, sedangkan ia ahli waris orang yang dibunuhnya. Hal ini 

sebagaimana sabda Nabi dalah hadisnya sebagai berikut: 

صلى الله عليو و سلم: ليس عن عمر بن شعيب عن أبيو عن جده قال رسول الله 
 واعلو النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر ,للقاتل من الميراث شيئ )رواه النسائي

     24(والصواب وقفو على عمر
 

Artinya: Dari ‘Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya ia 

berkata: Rasulullah SAW bersabda: orang yang membunuh tidak 

dapat mewarisi harta waris orang yang dibunuhnya. 

 

Ketentuan hadis diatas mengandung kemashlahatan agar orang 

tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta waris dengan 

membunuh orang yang akan mewariskan harta warisnya. Menurut 

                                                           
23

 Ibid., 174. 
24

 Muhammad bin Isma<il al-S{an’any, Subul as-Sala<m  (Lebanon: Da<r al-Kutub al-Islamyah, 

2006), 10. 
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Amin Husain Nasution menyatakan dalam bukunya bahwa 

‚pembunuhan yang sengaja dilakukan, maka sama sekali tidak 

mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh jika yang dibunuh itu 

termasuk ahli warisnya.‛
25

 

Hal senada juga disampaikan oleh ulama Hana>bilah bahwa 

pembunuhan yang dikenai sanksi qis}as}, diyat, dan kaffara>t merupakan 

penghalang mendapatkan warisan.
26

 Sedangkan ulama Syafiiyyah 

tidak membedakan antara pembunuhan sengaja atau tidak sengaja 

atau semi sengaja sebagai penghalang mendapatkan warisan. Semua 

jenis pembunuhan menurut ulama’ Syafiiyyah adalah sebagai 

penghalang mendapatkan harta waris.
27

 

 

b. Berlainan Agama 

Berlainan agama adalah antara orang yang mewarisi dan yang 

menerima harta waris atau pun sebaliknya maka hal itu menjadi 

penghalang orang untuk mendapatkan harta waris,
28

 hal ini 

sebagaimana sabda Nabi SAW yang di riwayatkan oleh imam al-

Bukhari: ‚Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir dan tidak pula 

orang kafir bisa mewarisi orang muslim‛.
29

 Hal ini disepakati juga 

oleh jumhur ulama. 

                                                           
25

 Ahmad Hasan, Al-Fara>idh Ilmu Pembagian Waris…, 33. 
26

 Amin Husain Nasution, Hukum Kewarisan….,78. 
27

 Ibid., 81. 
28

 Ahmad Hasan, Al-Fara>idh Ilmu Pembagian Waris…,32. 
29

 Ibid., 11. 
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Sebagian ulama berpendapat lain, yaitu bahwa seorang muslim 

dapat mewarisi dari orang kafir, namun tidak berlaku sebaliknya. 

Mereka merujuk pada pendapat Umar, Mu’az, muawiyah dan juga 

diikuti oleh ulama’ syiah. Alasannya adalah qiyas kepada 

diperbolehkannya muslim mengawini perempuan kitabiyah dan tidak 

berlaku sebaliknya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-maidah 

ayat 5:
30

 

                          

                               

                        

                            

 

Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. 

makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal 

bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan 

mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di 

antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu 

telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, 

tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-

gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima 

hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat 

Termasuk orang-orang merugi.
31

 
 

Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis Nabi Saw tentang tidak 

boleh saling mewarisi antara muslim dan kafir atau sebaliknya lebih 
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valid dan keotentikan yang kuat mengalahkan qiyas, dalam hal ini 

yang dijadikan pegangan adalah hadis Nabi tersebut.
32

 

 

c. perbudakan 

Seorang hamba tidak bisa menjadi ahli waris dan juga tidak bisa 

pula menjadi pewaris, dikarenakan selama ia belum merdeka 

statusnya adalah milik tuannya, bersama sekalian hak miliknya.
33

 Hal 

ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-nahl ayat 75: 

                     

 

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 

sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 

sesuatupun.
34

  

 

B. Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Islam 

 

1. Definisi Hukum Adat 

Adat merupakan suatu cerminan dari kepribadian suatu bangsa, adat 

tumbuh bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat atau 

populasi di suatu daerah, maka satu daerah dan daerah yang lain adatnya 

berbeda. Misalnya adat perkawinan suku Batak dengan suku di Bali 

berbeda. 

 Batak dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu perkawinan dimana 

pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan, dan 
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perempuan wajib tinggal di kediaman suami atau keluarga 

suami.
35

Sedangkan di suku Bali dikenal dengan kawin colongan, yaitu 

perkawinan yang di dahului oleh colongan atau menculik, dalam artian 

pihak laki-laki menculik calon mempelai perempuan tanpa sepengetahuan 

keluarga perempuan.
36

 

Dalam pengertian hukum adat, beberapa para ahli mendefinisikan 

istilah adat tersebut sebagai berikut:
37

 

a. Prof. Dr. Supomo S.H. 

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-

peraturan legislatif (unstatutory law), meliputi peraturan-peraturan 

hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati 

dan dikdukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa 

peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. 

b. Mr. J. H. P. Bellefroid. 

Dalam bukunya  ‚inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland‛ 

memberikan sebuah pengertian bahwa hukum adat adalah peraturan 

hidup yang meski tidak diundangkan oleh penguasa, pasti tetap 

dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-

peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. 

c.  Dr. Sukanto. 
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Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak 

dikitabkan, tidak dikodifisasi dan bersifat paksaan, mempunyai 

sanksi, dan memiliki akibat hukum. 

Dengan beberapa pemaparan pengertian hukum adat oleh para ahli 

diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah kumpulan 

dari adat-adat yang terdapat disuatu tempat dan menjadi pedoman hidup 

masyarakat didalamnya, dan sifatnya mengikat walau tidak diundangkan 

secara formal. 

Dalam Islam, Adat dikenal dengan sebutan ’Urf, dalam kitab Ilmu 

Ushu>l al-Fiqh, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ‘Urf sebagai berikut: 

‘Urf adalah kebiasaan  dari manusia dan hal itu dilakukan oleh manusia, 

baik dari perkataan, perbuatan, dan meninggalkan, dan itu dinamakan 

adat.
38

 

Hal itu juga senada dengan apa yang didefinisi\kan oleh Dr. Abdul 

Kari>m Zaidan, bahwa ‘Urf  itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh 

manusia dan manusia melakukan hal itu baik dari perkataan maupun 

perbuatan, dan itu adalah satu makna dengan adat menurut para fuqaha>.
39

 

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan diatas, dapat diambil 

sebuah kongklusi bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang lahir dan 

tercipta oleh suatu masyarakat tertentu, dan berlaku pada masyarakat 

tersebut  serta dilaksanakan oleh masyarakat tersebut sampai turun 

menurun, dan tidak di undang-undangkan secara formil. 

                                                           
38

 Abdul Waha>b Khala>f, Ilmu Ushu>l al-Fiqh  (Makkah: al-Haramain, 2004), 89. 
39

 Abdul Kari>m Zaida>n, al-Waji>z fi> Ushu>l al-Fiqh  (Baghda>d: maktabah al-basya>ir, 1976), 252. 



38 
 

 

2. Macam-macam Hukum Adat  

‘Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat. ‘Urf 

menurut objeknya  terbagi menjadi ‘Urf Qauli> (Ucapan)  dan ‘Urf Amali> 

(Perbuatan): 

a. ‘Urf Amali> (Adat Perbuatan) 

‘Urf Amali > adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud 

perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah 

kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, 

seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu 

minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau 

meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam 

memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. 

Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah 

kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan 

cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli 

bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh 

penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti 

lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya 

tambahan.
40

 

b. ‘Urf Qauli> (Adat Perkataan) 
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‘Urf Qauli> Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 

lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga 

makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran 

masyarakat. Misalnya memangggil anak laki-laki dengan sebutan ‚le‛ 

dan menyebut daging selain dari ikan.
41

 

‘Urf dipandang dari segi cakupannya, ‘Urf dibagi menjadi ‘Urf A>m 

dan ‘Urf Kha>sh: 

a. ‘Urf A>m (Adat yang berlaku umum) 

‘Urf ‘A>m adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan 

berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
42

 

Contohnya kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi 

setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram. 

b. ‘Urf Kha>s} (Adat yang berlaku khusus) 

‘Urf Kha>s} adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan 

masyarakat tertentu.
43

 Misalnya adalah kebiasaan yang ada di 

Masyarakat Jawa, jika orang yang tahtanya lebih rendah berjalanm 

dihadapan orang yang tahtanya lebih tinggi maka ia harus 

menundukkan punggung sedikit kemudian mengucapkan kata maaf.  

‘Urf dipandang dari segi pandangan hukum Islam (Syara’) dibagi 

menjadi ’Urf S}ah}i>h (adat yang sesuai dengan Syari’at) dan ‘Urf Fa>sid 

(Adat yang tidak sesuai dengan Syari’at). 
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a. ’Urf S}ah}i>h (adat yang sesuai dengan Syari’at) 

’Urf S}ah}i>h adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah, 

tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau halal 

menjadi haram.
44

  

Contohnya adalah: adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri 

belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum 

menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan calon 

suami kepada calon istrinya ketika meminangnya dianggap sebagai 

hadiah, bukan mahar.   

b. ‘Urf Fa>sid (Adat yang tidak sesuai dengan Syari’at). 

‘Urf Fa>sid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil 

al-Qur’an dan sunnah, atau menghalalkan yang haram dan 

membatalkan yang wajib.
45

 Misalnya melakukan perbuatan riba.  

 

3. Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Menurut Islam 

Dalam memandang sebuah hukum adat, Islam tidak serta-merta 

menolak atau melarang orang melakukan adat atau kebiasaan yang ada 

pada masyarakatnya, kebolehan tersebut bukan berarti pula boleh 

melakukan semua adat yang ada pada suatu masyarakat, tetapi memiliki 

batasan-batasan, sehingga tidak melanggar hukum-hukum yang jelas di 

dalam Islam. 
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Batasan-batasan tersebut ialah selama adat kebiasaan itu tidak 

bertentangan dengan dalil al-Qur’an dan sunnah, atau yang disebut 

dengan ‘Urf S}ah}i>h, Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Wahab 

Khalaf didalam kitabnya bahwa Urf S}ah}i>h boleh dijadikan sandaran 

hukum.
46

 

Hal tersebut juga dinyatakan oleh al-Thayyib Khudari al-Sayyid, 

guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir, sebagaimana yang 

dikutib oleh Prof. DR. H. Satria Efendi dalam bukunya yang berjudul 

Ushul Fiqh,  beliau menyatakan  bahwa madzahab-madzhab besar fiqh 

menerima adat istiadat sebagai landasan pembuatan hukum.
47

 

Adapun hujjah-hujjah para ulama menetapkan Urf S}ah}i>h sebagai 

sandaran hukum adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an Surat al-A’raf ayat 199 

                       

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan 

yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 

bodoh.
48

 

 

Dalam ayat ini mengandung kata al-ma’ru>f yang oleh ulama 

ushul fiqh difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi 

kebiasaan masyarakat,
49

 berdasarkan hal itu maka ayat tersebut 
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difahami sebagai perintah untuk mengerjakan apa yang telah menjadi 

kebiasaan yang baik didalam masyarakat tersebut. 

b. Pada dasarnya, syari’at Islam menampung dan mengakui adat-adat 

atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. 

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah 

menyatu dalam masyarakat. Tapi secara selektif ada yang di akui dan 

ada yang dilestarikan, serta adapula yang dihapuskan. Hal itu bisa 

dicontohkan dengan diakuinya kerjasama dagang dengan cara berbagi 

untung (al-Mudharabah).
50

  

Dengan demikian, maka Urf S}ah}i>h dapat dijadikan sebagai hujjah 

untuk melakukan adat yang telah ada dalam masyarakat selama adat 

tersebut tidak menyalahi al-Qur’an dan Sunnah, sebaliknya ‘Urf Fa >sid  

tidak bisa dijadikan landasan hukum dan ummat Islam harus 

meninggalkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan al-Qur’an dan 

Sunnah. 

Adapun kriteria yang yang lebih spesifik mengenai syarat-syarat ‘Urf 

yang dapat dijadikan hukum, hal ini dikemukakan oleh Abdul Kari>m 

Zaidan bahwa syarat tersebut setidaknya ada 4 (empat) syarat, sebagai 

berikut:
51
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a. Hendaknya ‘Urf tersebut tidak menyalahi dalil-dalil nash al-Qur’an 

dan sunnah yaitu ‘Urf S}ah}i>h.
52

 Misalnya  adalah kebiasaan disuatu 

negara bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau 

anak dari pemberi atau pemilik amanah. 

b. Hendaknya ‘Urf  tersebut bersifat umum, dalam artian bahwa adat 

tersebut sudah menjadi tradisi mayoritas penduduk.
53 

c. Hendaknya ‘Urf  tersebut sudah ada ketika akan berhukum pada adat 

tersebut, kemudian adat tersebut dilakukan secara turun temurun, dari 

generasi sebelumnya dan sesudahnya.
54

 Misalnya seseorang 

mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, atau kepada penuntut 

ilmu, sedangkan yang terkenal dengan sebutan ulama disana adalah 

orang yang ahli dalam ilmu agama. Sedangkan penuntut ilmu dikenal 

sebagai orang yang menempuh pendidikan umum.  

d. Hendaknya tidak ada perkataan atau perbuatan yang dilakukan pihak-

pihak yang berlainan dengan adat, maka jika para pihak bersepakat 

untuk tidak terikat oleh adat maka yang dipegang adalah kesepakatan 

itu bukan adat.
55 
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